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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat
rahmat dan hidayahNya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas
Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020
dapat diselesaikan.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah
untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan
prosedur untuk meminimalkan resiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan
pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk
mengendalikan resiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur
pengendalian inten, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan
pengendalian, komonikasi dan informasi serta pemantauan/monitoring. Informasi untuk
mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi,
penilaian atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan
memperhatikan struktur dan praktek tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yng terkait untuk melaksanakan
rekomendasi yang muncul dalom Laparan Rencana Tindak Pengendalian Dinas
Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan ini.

Kepada semua pihak yang telah membatu dan mendukung penyusunan
Rencana Tindak Pengendalian ini , kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap
agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiiliki kontribusi konkrit bagi

upaya pencapaian tujuan organisasi.

Kepala
Dinas Koperasi, UMKM,
Perdagangan dan Parindystrian

Kabupaten Pesgin| Selgtan
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dang
Perindusterian, tugas pokok yang diemban oleh Dinas Koperasi, UMKM,
Perdagangan dan Perindusterian adalah membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang koperasi, UMKM, perdagangan dan
perindusterian. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan adalah perumusan
kebijakan teknis bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindusterian
pelaksanaan  kebijakan teknis bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan
perindusterian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
pelaksanaan administrasi dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati.

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara
dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta
untuk menciptakan good governance sesudi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang
penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian
intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, UU Nomor 1 Tahun 2004.
Mengingat pentingnya system pengendalian intern, selanjutnya PP Nomor 60 Tahun
2008 tentang system pengendalian intern yang merupakan turunan dari UU Nomor
1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah untuk

menyelenggarakan SPIP.

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir
Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya
akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas
Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan secara
berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang
dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu
diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah

penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di
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lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pesisir Selatan dalom rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

3, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Sitem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan

4. Kedudukan Bupati Pesisir SelatanNomor 700/56/Kpts/BPT-P5/2017 tentang
Pembentukan Satuan Tugas Implementasi  Sistem Pengendalian Interen
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

C. Mahsud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakon dokumen yang berisi
gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam
mengendalikan risiko, perbaikan pengendalion yang ada/terpasong serta
pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini
merupakan rencana tindak pengendalion atas pelaksanaan tugas pokok Dinas
Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan,
sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas
Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrion Pesisir Selatan yong telah

ditetapkaon dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi
pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan
dan Perindustrion Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun
pengendalion yang diperiukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan
dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Inspektorat Kabupaten

Pesisir Selatan.



Ruang Linghup
Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-
kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat
Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
Pelaksanaan rencana tindak pengendalion melibatkan seluruh jojaran pimpinan,
tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM,
Perdagangan dan Perindustrion Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas rencana

tindak pengenddlian diharapkan dalam tahun 2020.



BAB I
SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengedalian Intern
(SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI)
yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan
dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme
pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta
diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara
berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan
organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan
asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas  Koperasi, UMKM,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya
laporan manaijerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi
dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud,
dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi

dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP
Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.



€. Unsur — unsur $PI1P

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai
berikut:

1.

Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang
mempengaruhi efektivitas pengendalion intern. Membangun lingkungan
pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang
kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern
dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan ,
Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-
orang yang berkompeten memaohami tanggung jowab dan batasan
kewenangannya, memiliki pengtahuan yang memadai, memiliki kesadaran
yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang
seharusnya dengan memotuhi  kebijakan  dan prosedur organisasi  berikut
standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu
lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan
sebagai tone ot the top (penentu’irama” organisasi), perlu dikembangkan
lingkungan pengendatian yong akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif
untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

a. Penegakan integritas dan nilai etika;

b. Komitmen terhadap kompetensi;

¢. Kepemimpinan yang kondusif;

d.Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jowab yang tepat;

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia;
g. Perwujudan peran aparat pengawas intem pemerintah yang efektif;
h.Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko
dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan

identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan
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dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pesisir Selatan .

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi
risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk
memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan
kebijakan SPIP oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang
telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Koperasi,
UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-
kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian
dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu prevention and mitigation.
Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang
dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko.
Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigation merupakan Rkegiatan
pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan
apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan
pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga
pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan
keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan
keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk
memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data
sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan
lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam
pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi
dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung,

untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.



Informasi dan Romunikasi vang diselenggarakan Dings Koperasi, LUMKM,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan  dalam rangka
penyelenggarakan Spip merupakan proses pengumpulan dan pertukaran
informasi  yang dibutuhkan  yntuk melaksanakan, mengelola, dan
mengendalikan  kegiatan instansi. Informasi  dan kRomunikasi mencakup
pengumpulan dan pPenygjian informasi kRepada pegawai agar mereka dapat
melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan

tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern,

5. Pemantauan Berkelanjutan

sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa
rekomendasi hasil audit dan revijy lainnya dapat ditindaklanjuti, Pelaksanaan
Pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa
sistem  pengendalian intern sudah bekerja sesuaqi yang diharapkan dan
perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuaqi dengan
perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Re:pom!b!liﬂe:)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan
Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKotufKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan
berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan
telah diselenggarakan sesuai  dengan Standar Akuntansi  Pemerintah (SAP),
Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan Penyusunan laporan

keuangan.

perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah
diselenggarakan secarg memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian
intern yang ada, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pesisir Selatan memandang periy menjalankan siklus peniyelenggaraan SPIp setiap
tahun, mulai  dari identifikasi sasaran/tujuan  sampai dengan pemantauan
penyelenggaraan pengendalian, sertq melakukan  evaluas atas  efektifitas
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penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan  sarana  untuk mendukung
penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini
disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukan

sejauh mana pengendalian telah dijalankan.



BAB Il
PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur
pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki
pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang
baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya.
Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan
untuk menciptakan “atmosfir’ yang kondusif yang mendorong terimplementasinya
sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas koperasi, UMKM,
perdagangan dan perindusterian Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara Rhusus,pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas
koperasi, UMKM, perdagangan dan perindusterian Kabupaten Pesisir Selatan
bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;

2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;

3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;

4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan

6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Kondisi Linghungan Pengendalian $aat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas koperasi UMKM, perdagangan dan

perindusterian Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas koperasi,
UMKM, perdagangan dan perindusterian Kabupaten Pesisir Selatan ; Seluruh
lingkup Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindusterian Kabupaten Pesisir
Selatan ( 1 Sekretariat dan 3 bidang) telah melaksanakan survey persepsi
melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam
RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi
pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh bidang dan
sekretariat pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan .
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2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan

Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1:
Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No Skor Keterangan

1. 1 Tidak Memadai
2. 2 Kurang Memadai
3. 3 Cukup Memadai
4. 4 Memadai

Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas
koperasi, UMKM, perdagangan dan perindusterian Kabupaten Pesisir Selatan
untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga
mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan
efisien dari seluruh pegawai Dinas koperasi UMKM, perdagangan dan
perindusterion Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan
Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindusterian Kabupaten Pesisir Selatan,
diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2:Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No. S$ub Unsur Kondisi
1 Penegakan Integritas Dan Nilai Etika Tidak Memadai
2 Komitmen terhadap Kompetensi Cukup Memadai
3. Kepemimpinan yang Kondusif Cukup Memadai

Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai
4. Cukup Memadai

dengan Kebutuhan

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung .
5. Cukup Memadai

Jawab yang tepat

Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Cukup Memadai

Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya
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C.

Manusia

% Perwujudan peran Aparat Pengawasan Cukup Memadai
" | Internal Pemerintah yang Efektif
" Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Cukup Memadai

Pemerintah Terkait

Rencana Perbaikan Linghungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting
dalam penerapan pengendalian intern. Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan
perindusterian Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan
Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku
dan tindakan yang lebih efisen dan efektif dari seluruh pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan
tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas
pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas
kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan
Pengendalian menunjukan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian

yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-
langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera
dilaksanakan adalah sebagai berikut:

: Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan |
No. $ub Unsur
L Linghungan Pengendalian
| | Penegakan Menyusun kode etik Dinas koperasi, UMKM, perdagangan
Integritas Dan Nilai | dan perindusterian Kabupaten Pesisir Selatan yang
Etika mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2004.

Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh
aparatur Dinas koperasi UMKM, perdagangan dan

perindusterian Kabupaten Pesisir Selatan

Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas

penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau

pelanggaran terhadap aturan kode etik.




Komitmen
terhadap

Kompetensi

Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan
fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas koperasi,
UMKM, perdagangan dan perindusterian Kabupaten
Pesisir Selatan

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi
pada masing-masing posisi di Dinas koperasi, UMKM,
perdagangan dan perindusterian Kabupaten Pesisir
Selatan

Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan
untuk membantu pegawai mempertahankan dan

meningkatkan kompetensi pekerjaannya

Struktur Organisasi
yang Sesuai dengan
Kebutuhan

Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas
koperasi, UMKM, perdagangan dan perindusterian
Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan
tipelogi SOTK Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan
perindusterian Kabupaten Pesisir Selatan )

Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung
jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas
koperasi, UMKM, perdagangan dan perindusterian
Kabupaten Pesisir Selatan

Pendelegasian
Wewenang dan

Tanggung Jawab

Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat
sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam
rangka pencapaian tujuan Dinas koperasi, UMKM,
perdagangan dan perindusterian Kabupaten Pesisir
Selatan

Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana
dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan
tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak
lain di Dinas koperasi UMKM, perdagangan dan

perindusterian Kabupaten Pesisir Selatan

Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas
memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan

tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP




' Penyusunan  dan
penerapan
kebijakan yang
sehat tentang

pembinaan sumber

daya manusia

Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai

Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas

kRoperasi, UMKM, perdagangan dan perindusterian

Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan

VI

Perwujudan peran
Aparat
Pengawasan
Internal Pemerintah
yang Efektif

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,

kRehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian

tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

koperasi, UMKM, perdagangan dan perindusterian

Kabupaten Pesisir Selatan

Memberikan peringatan dini dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Dinas koperasi, UMKM, perdagangan

dan perindusterian Kabupaten Pesisir Selatan

Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas koperasi,
UMKM, perdagangan dan perindusterian Kabupaten

Pesisir Selatan

ViI

Hubungan Kerja
yang baik dengan
Instansi Pemerintah
Terkait

Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan
kerjasama yang baik antar instansi yang terkait
antar OPD

dengan rapat-rapat Koordinasi serta

adanya pemeriksaan rutin
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A.

BAB IV
RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan organisasi Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan
perindusterian Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Dalam Tahun 2020, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas
Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai
tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas
koperasi, UMKM, perdagangan dan perindusterian Kabupaten Pesisir Selatan , dimana
dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya koperasi berkualitas dan UMK Tangguh:;

2. Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian daerah

3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah

Risiko-risiko
Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam
pencapaian tujuan dari misi Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindusterian
Kabupaten Pesisir Selatan , terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk
ditangani oleh Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindusterian Kabupaten
Pesisir Selatan .
Risiko atas pencapaian tujuan 1:

1. Tingkat pendidikan Pengurus Koperasi yang datang rendah

2. Setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan, sosialisasi dan bimtek, tidak semua
peserta menerapkan hasil bimtek tersebut

3. Meningkatkannya kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN, Terinformasikan
dan terfasilitasinga UMKM dalam memperoleh permodalan, Tersosialisasikannya
informasi permodalan bagi UMKM

4. Tersedianya Data Base UMKM yang valid berdasarkan jenis usaha persub sektor

5. Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM yang bergerak pada produk unggulan
daerah, meningkatkan volume usaha dan pendapatan pelaku KUKM dibidang
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6.

perdagangan dan perindutrian, meningkatkan pemasaran KUKM produk unggulan

daerah

Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM dan pengurus koperasi,

Risiko Pencapaian Tujuan 2:

1

Meningkatnya mutu produk IKM melalui sertifikasi halal dan legalisasi / paten merk
serta standarisasi kandungan produk melalui uji laboratorium

Meningkatnya omset dan skala usaha IKM Kergjinan melalui kegiatan promosi dan
pameran serta Pembinaan dan Pelatihan.

Peningkatan kualitas industri kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan
melalui upaya diagnosa dan analisas permasalahan IKM serta memberikan solusi
yang efektif terhadap permasalahan — permasalahan tersebut.

Tersedianya Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan

Menguatkan sentra - sentra industri yang ada dan menumbuhkan kelompok
industri yang sejenis dalam satu wilayah melalui bimbingan teknis manajemen
industri bagi kelompok IKM

Risiko Pencapaian Tujuan 3:

1

Terlaksananya pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan
bahan kebutuhan penting lainnya

Tersedianya Data Base Perdagangan yang valid
Terlaksananya Penataan dan pengelolaan pasar
Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan

Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar kebutuhan masyarakat

Tersedianya kelengkapan bahan untuk keperluan operasional Kemetrologian

Tersedianya data perkembangan harga kebutuhan bahan pokok



Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :

0.5
‘ | ‘ i
i |
0 &0 — Kemungkinan— - —
[ 0 0,5 1 1.5 2 25 3 3.5 4

Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindusterian
Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk
pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas koperasi UMKM,
perdagangan dan perindusterian Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian
tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang
telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya
pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain
sebagai berikut :

1 Kegiatan  Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

- Quesioner kepada pengurus koperasi tentang kriteria calon peserta
sosialisasi

2 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dan
Peringatan Hari Koperasi
- Melaksanakan bimtek dan sosialisasi tentang Peraturan Pengawasan
Koperasi, Bimtek Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi,
melakukan pengawasan koperasi.



10

n

12

13

14

15

16

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Menfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah

Dilampirkan kriteria calon peserta yang akan mengikuti temu mitra dan
sosialisasi, serta kriteria calon debitur KUR

Dibuatkan format isian data yang harus dilengkapi UMKM

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Identifikasinga UMKM pengelola Produk Unggulan Daerah yang akan
dikembangkan dengan pendekatan OVOP melalui wadah koperasi
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil
Menengah (DAK)

Dilampirkan kriteria calon peserta yang akan mengikuti pelatihan.

Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfataan
Sumber Daya,
Pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Meperkuat Jaringan
Klaster Industri
Pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan

Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah
Diagnosa dan analisa permasalah IKM
'‘Melakukan pendataan langsung kelapangan

Penumbuhan dan Penataan Sentra-Sentra Industri Unggulan

Telah terbentuknya beberapa kelompok Industri dan sentra yang sudah
berlegalitas

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Pemantauan berkala

Pendataan IKM yang difasilitasi informasi kemitraan melalui temu usaha,
IKM yang difasilitasi kemitraan dan IKM yang bermitra

Pengamanan dan Pengelolaan Pasar

Dilakukan pengawasan terhadap pegelola pasar

Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan

Melengkapi sarana prasarana agar terpenuhinya standar SNI
Peningkatan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan

Melengkapi sarana prasarana agar terpenuhinya standar SNI

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang da Jasa
Melakukan pengawasan barang beredar setiap bulannya,

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
Melengkapi peralatan operasional kebutuhan Terra Ulang

Pemantauan Harga dan Operasi Pasar
Melakukan pembinaan kepada pedagang yang menaikkan harga diatas
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kewajaran

D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan

dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi

risiko tertuang sbb:

1

10

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
Surat pernyataan bahwa peserta sesuai dengan kriteria yang diminta

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dan
Peringatan Hari Koperasi

Penambahan personil pembina koperasi yang cakap, ulet dan memahami
laporan keuangan

Menfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah

Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal
serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pelaku UMKM
Sosialisasi pendataan UMKM kepada pelaku UMKMdisetiap
Nagari/Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Sosialisasi pengembangan produk unggulan daerah terhadap pelaku
UMKM pengelola produk unggulan disetiap Nagari/Kecamatan
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil
Menengah (DAK)

Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal
serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pelaku UMKM dan
pengurus koperasi

Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfataan
Sumber Daya.

Pengawasan tentang standar produksi dan produk yang baik serta
pemahaman tentang pentingnya legalitas, standarisasi dan sertifikasi
produk

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Meperkuat Jaringan
Klaster Industri

Pengembangan klaster Industri kerajinan unggulan

Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan IKM potensial melalui fasilitasi pemasaran dan
standarisasi proses produksi (peningkatan kualitas melalui perbaikan cara
berproduksi yang baik)

'Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan
seluruh stakeholder (IKM, Kecamatan dan Nagari)

Penumbuhan dan Penataan Sentra-Sentra Industri Unggulan

Fasilitasi kegiatan Penataan dan Penumbuhan kelompok IKM/ sentra
melalui keterlibatan seluruh pihak yang terkait, di tingkat kecamatan
maupun nagari

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan



1

13

14

16

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan

‘Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan
seluruh stakeholder (IKM, Kecamatan dan Nagari)

Pengamanan dan Pengelolaan Pasar

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

Peningkatan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang da Jasa
Meningkatkan pengawasan dan mengikut sertakan ASN yang memiliki
sertifirat PPNS

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
Melengkapi peralatan operasional dan peningkatan SDM

Pemantauan Harga dan Operasi Pasar
Melakukan pemantauan dan monitoring harga



BAB YV

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan

kRomunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas KoperasiUMKM, Perdagangan dan

Perindusterian dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun.

Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM,

Perdagangan dan Perindusterian terkait dengan pengendalian yang dibangun

sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

1

10

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Surat

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dan
Peringatan Hari Koperasi

surat, Runjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan
media sosial lainnya

Menfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah

'surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan
media sosial lainnya

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

‘surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan
media sosial lainnya

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil
Menengah (DAK)

" kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media
sosial lainnya

Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfataan
Sumber Daya.

'surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan
media sosial lainnya

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Meperkuat Jaringan
Klaster Industri

'surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan
media sosial lainnya

Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah

'surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan
media sosial lainnya
Penumbuhan dan Penataan Sentra-Sentra Industri Unggulan

'surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan
media sosial lainnya

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Menghubungi dan memantau lansung ke lokasi

melakukan pendataan Langsung



n

12

13

15

16

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Pengamanan dan Pengelolaan Pasar

Karcis ( barang kuasi ), kwitansi/ pembayaran
Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan
Pemantauan langsung

Peningkatan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan
Koordinasi dan mengajukan usulan melalui KUA/PPAS.

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang da Jasa

Surat Edaran Kebutuhan barang sesuai dengan kuota yang telah
ditetapkan

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologion Daerah
Sosialisasi kepada pedagang tentang Terra Ulang

Pemantauan Harga dan Operasi Pasar

Papan Informasi Harga, Sosialisasi, Media Sosial



IdentHikast Tujuan Strategls

Vigh + Terwujudnya Masyarahat Habupaten Peililr Selatan Yong Mandir, Unggul, Agomal) dan $ejahtera
Ne Mt Tujuan Sayaran Keglatan yang mendukung capalan tujuan/sasaran
1 2 B 4 '}
1|Meninghatlkan produtsi dan Terwujudnya koperasi Berkualitas Meninghkatnya Kinerja Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pernahaman perkoperasian
nilai tambah dengan tetap don UMK Tangguh
mengedepankan Permbinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
pembangunan berkelanjutan dan Peringatan Hari Koperasi
Meningkatkan Skala Usaha Usaha Menfasilitasi Peningkatan Kemitroan Usaha Bagi Usaha Kecil
Mikro Kecil Menengah
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil
Menengah (DAK)
Meningkatnya peran sektor industri Meningkatnya omset (KM Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfataan
dalam perekonomian daerah Sumber Daya.
Permbinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Meperkuat Jaringan
Klaster Industri
Pembinaan dan Pengawasan Industri Hecil dan Menengah
Meningkatnya penyerapan tenaga penumbuhan dan Penataan Sentra-Sentra industri Unggulan
kerja IKM
2 [Meningkatkan pembangunan  |Meningkatoya kontribusi sektor Meninghatnya omset perdagangan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

infrastruktur perekonomian dan
infrastrutetur sosial yong terkait
dengan sektor unggulan

perdagangan terhadap
Perekonomian Daerah

Pengomanan don Pengelolaon Pasar

Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan

Peningkatan Pasar Nagori Dalam Kabupaten Pesisir Selatan

kebutuhan pokok dan barang
kebutuhan penting lainnya

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang da Jasa

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

Pemantauan Harga dan Operasi Pasar




SKPD  :Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

No Kegiatan Tujuan yang diidentifikasi Pernyataan Ritike Pemilik Risiko Penyebab Dampak pada Capaian Tujuan
1 2 3 4 5 6 7
1. |Sosialisasi prinsip-prinsip Meningkatnya pemahaman Pengurus|Tingkat pendidikan Pengurus |Kasi Kelembagaan dan Usaha Ketika adanya pemilihan Tidak semua materi bisa dipahami dengan cepat
pemahaman perkoperasian Koperasi mengenai tentang nilai, norma|Koperasi yang datang rendah |Koperasi penurus koperasi, masalah dan maksimal oleh Peserta sehingga masih
dan prinsip-prinsip koperasi. pendidikan sering diabaikan rendahnya pemahaman Pengurus Koperasi
mengenai prinsip prinsip perkoperasian
2. |Pembinaan, Pengawasan dan Meningkatnya kepatuhan  Pengurus|Setelah dilakukan|Kasi Permodalan, Pengawasan|llmu  yang  didapatkan  sering|Kemampuan SDM  Pengurus/Pengawas/Pengelola
Penghargaan Koperasi Berprestasi |dan  pengawas terhadap Peraturan|pembinaan dan pengawasan, dan Perlindungan Koperasi tidak diterapkan pada koperasi |[masih rendah, sehingga belum mampu  untuk
Perundang-undangan Perkoperasian  |sosialisasi dan bimtek, tidak menyusun SOP, SOM, ART, Persus.

semua peserta menerapkan
hasil bimtek tersebut

Meninghatkan legalitas  izin usaha|Masih banyaknya KSP/USP-|Kasi Permodalan, Pengawasan|Belum adanya sosialisasi | Rendahnya kesadaran pengurus dalam

simpan pinjam koperasi Koperasi yang memiliki 1zin|dan Perlindungan Koperasi Permenkop no. 9 tahun 2018|peningkatan legalitas izin usaha simpan pinjam
Usaha Simpan Pinjam tentang pembinaan dan |koperasi
Koperasi penyelenggaraan koperasi
3 Menfasilitasi peningkatan| Meningkatkannya kemitraan UMKM  |Rendahnya motivasi UMKM  |Kasi Usaha Mikro Kecil dan UMKM menganggap temu mitra | Tujuan kurang tercapai
kemitraan bagi usaha mikro kecil|dengan swasta dan BUMN, untuk mengikuti temu mitra |Menengah dan sosialisasi tidak berdampak
dan menengah Terinformasikan dan terfasilitasinya dan sosialisasi. Kurangnya dan mendatangkan manfaat
UMKM dalam memperoleh minat/motivasi UMKM dalam secara langsung bagi mereka
permodalan, Tersosialisasikannya memberikan informasi
informasi permodalan bagi UMKm usahanya sehingga datanya
tidak memenuhi syarat untuk
diinput keaplikasi SIKP-KUR

Tersedianya Data Base UMKM yang Sebagian UMKM tidak mau  |Kasi Usaha Mikro Kecil dan Pelaku UMKM beranggapan Validasi data belum sepenuhnya akurat

valid berdasarkan jenis usaha persub memberikan informasi Menengah kalau hal ini akan berhubungan
seltor tentang usahanya kerena dengan perpajakan

UMKM tsb takut kalau hal ini

ada hubungannya dengan

perpajakan dan ada juga

yang sebahagian menuntut
uth diberikan bantuan

modal usaha dari pemerintah
4 Fasilitasi Pengembangan  Usaha|Meningkatkan  kemampuan  /SDM|Setelah dilakukan|Kasi Usaha Mikro Kecil dan Kurangnya motivasi pelaku kurang berkembangnya dan dikenalnya produk
Kecil Menengah UMKM vyang bergerak pada produk|bimtek/pelatihan, tidak | Menengah UMKM dalam mengembangkan |unggulan daerah
unggulan  daerah,  meningkatkan|semua peserta menerapkan usaha (meningkatkan
volume usaha dan pendapatan pelaku|hasil bimtek tersebut produktivitas, nilai tambah dan
KUKM dibidang perdagangan dan kualitas produk) dan rendahnya
perindutrian, meningkatkan pemasaran kesadaran dan kemauan
KUKM produk unggulan daerah |pengurus koperasi dalam




2

3

4

5

6

Pembinaan dan  Peningkatan
Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro
Kecil Menengah (DAK)

Meningkatkan  kemampuan  /SDM

UMKM dan pengurus koperasi,

kurang dikenal di tingkat
nasional maupun
internasional

Rendahnya produktifitas, nilai| Kasi Usaha Mikro Kecil dan
|tambah dan rendahnya Menengah

hualitas produk sehingga

produk unggulan daerah

Kabupaten Pesisir Selatan

Kurangnya motivasi pelaku
UMHKM dalam mengembangkan
usaha (meningkatkan
produktivitas, nilai tambah dan
kualitas produk)

kurang berkembangnya dan dikenalnya produk
unggulan daerch

Fasilitasi bagi Industri Kecil dan
Menengah Terhadap Pemanfataan
Sumber Daya.

Meningkatnya mutu produk  IKM
melalui sertifikasi halal dan legalisasi /
lpaten  merk  serta  standarisasi
kandungan produk  melalui i
laboratorium

IKM tidak konsisten
menerapkan standar mutu
produk dan proses produlksi
yang telah ditetapkan oleh
LPPOM MUI dan Baristand
maupun Kemenkumham

Pelaku usaha dan Kasi
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Industri

Belum optimalnya Pembinaan
dan Pelatihan terhadap pelaku

Legalisasi dan sertifikasi produk IKM jadi tidak
efektif dalam meningkathkan mutu produk

Pembinaan Industri Kecil dan
Menengah dalam Meperkuat
Jaringan Klaster Industri

Meningkatnya omset dan skala usaha
|IKM Kergijinan melalui kegiatan wmur
dan pameran serta Pembinaan dan
Pelatihan,

tidak mampu bersaing
dipasar produk kergjinan
ditingkat nasional maupun
internasional.

IKM tidak bertahan lama dan

- Pelaku usaha dan Kasi
pengembangan teknologi
industri

- Teknologi | peralatan yang
digunakan belum optimal

Omset IKM dan skala usaha tidak meningkat
melalui promosi/ pameran dan pelatihan
Dekranasda

Produk yang kurang inovasi
serta pola pikir pelaku IKM yang
belum memahami pentingnya
tahap promosi mengakibatkan

dan Pelatihan terhadap pelaku
usaha

Pembinaan dan Pengawasan
Industri Kecil dan Menengah

Peningkatan kualitas industri kecil dan
Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan
melalui upaya diagnosa dan analisas
permasalahan IKM serta memberikan
solusi yang efektif terhadap
permasalahan — permasalahan
[tersebut.

Metode pembinaan dan

pengawasan yang diberikan
tidak efektif

Pelaku IKM

IKM mengenai standar produlksi
dan kualitas produk yang baik
dan bemnilai tinggi

Kurangnya pengetahuan pelaku

Kualitas IKM, pelaku IKM serta produk IKM tidak
meningkat

f

Tersedianya Data Industri Kecil dan
Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan

Data IKM yang tersedia tidak
valid/ tidak akurat

Kasi Pengendalian dan
pengawasan industri

= IKM tumbuh sendiri dan
kurangnya koordinasi dengan
dinas

Tidak tersedianya Data Base IKM yang akurat

Sentra Industri Unggulan

Penumbuhan dan Penataan Sentra

Menguathan sentra - sentra industri
yang ada dan  menumbuhkan
kelompok industri yang sejenis dalam
satu wilayah melalui bimbingan teknis
manajemen industri bagi kelompok IKM

Sentra tidak bertahan lama
dan penyelenggaraan sentra
nantinya tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

Pelaku IKM dan Kasi

Pengembangan Sumber Daya
Manusia Industri

Kelompok IKM berlum
terorganisir dengan baik

Stag-nya pertumbuhan kelompok dan sentra IKM
unggulan serta tidak tertatanya dengan baik
helompok dan sentra IKM yang sudah ada

Lokasi beberapa IKM unggulan
dan berpotensi yang menyebar
serta belum berbentuk




3

6

7

Peningkatan Sistem dan Jaringan Terlaksananya pemantauan terhadap  |Banyaknya pedagang yang Kasi Perdagangan Dalam dan |pedagang menganggap dengan Tidak optimalnya data ketersediaan kbutuhan
Informasi Perdagangan ketersediaan kebutuhan bahan pokok  |enggan memberikan data Luar Negeri dilakukan pendatan bahan pokok
dan bahan kebutuhan penting lainnya  |stok barang kebutuhan berdampak negatif terhadap
bahan pokok mereka
Tersedianya Data Base Perdagangan | Tidak maksimalnya data Kesi Bina Pasar hkurangnya SDM untuk Tidak tercapainya target dalam pendataan kondisi
yang valid yang dikumpulkan melakukan pendataan pasar
Pengamanan dan Pengelolaan Terlaksananya Penataan dan tidak jalannya fungsi Kasi Bina Pasar Rendahnya kompensasi/gaji Tidak optimalnya pengelolaan pasar
Pasar pengelolaan pasar pengelola pasar pengelola pasar

12 |Pembangunan Pasar Dalam Meningkatkan kudlitas sarana pasar|Sulitnya melengkapi sarana Pemda, Kadis dan PPTK Terbatasnya anggaran untuk | Tidak tercapainya sasaran strategis dinas dalam
Kabupaten Pesisir Selatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan prasarana pasar dengan melengkapi sarana prasarana  |menciptakan pasar rakyat
standar SNI pasar dengan standar SNI
13 |Peningkatan Pasar Nagari Dalam | Meningkatkan kualitas sarana pasar|Sulitnya melengkapi sarana  |Kasi Bina Pasar Terbatasnya anggaran untuk |Tertundanya atau terjadinya pergesern waktu
Kabupaten Pesisir Selatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan prasarana pasar dengan melengkapi sarana prasarana | pelaksanaan dimulainya pekerjaan
standar SNI pasar dengan standar SNI

Peningkatan Pengawasan

Terlaksananya Pengawasan Barang

Tidak terpenuhinya jumiah

Kasi Perfindungan Konsumen

Kurangnya kontrol Distributor

Tidak meratanya harga yang dibayar oleh

Peredaran Barang da Jasa Beredar kebutuhan masyarakat kebutuhan barang oleh atau penyalur terhadap hios masyarakat
distributor / penyalur pengencer
sehingga harga yang dijual
sesuai dengan HET
18 |Operasionalisosi dan Tersedianya kelengkapan bahan untuk |Tidak dapat Kasi Perlindungan Konsumen | Masih kurangnya persyaratan Tidak tercapainya target operasi perlaksanaan
Pengembangan UPT keperluan operasional Kemetrologian | dilaksanakannya operasi untuk pelaksanaan operasional |operasional terra ulang pada tahun 2017
Kemetrologian Daerah Terra Ulang bagi pedagang Terra Ulang

Pemantauan Harga dan Operasi

kebutuhan bahan pokok

Tersedianya data perkembangan harga

Tidak samanya harga jual
oleh Pedagang dengan
pembelian dan ongkos
anghut

Kasi Perdagangan Dalam dan
Luar Negeri

Asal dan tempat pembelian
barang serta kualitas yang

Tidak diperolehnya harga tunggal untuk masing-
masing jenis barang




Identifikasi Kegiatan & Tujuan Kegiatan

Lampiran 1

Tujuan Kegiatan

Keselarasan dengan tujuan/sasaran strategis

Keterangan

Sosialisasi prinsip—p-rinsip
pemahaman perkoperasian

Meningkatnya pemahaman Pengurus
Koperasi mengenai tentang nilai, norma dan
prinsip-prinsip koperasi.

selaras dengan renstra

Pembinaan, Pengawasan dan
Penghargaan Koperasi Berprestasi

Meningkatnya kepatuhan Pengurus dan
pengawas terhadap Peraturan Perundang-
undangan Perkoperasian

selaras dengan renstra

Meningkatkan legalitas izin usaha simpan
pinjam koperasi

selaras dengan renstra

Menfasilitasi Peningkatan Kemitraan
Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah

Meningkatkannya kemitraan UMKM dengan
swasta dan BUMN, Terinformasikan dan
terfasilitasinga UMKM dalam memperoleh
permodalan, Tersosialisasikannya informasi
permodalan bagi UMKm

selaras dengan renstra

Tersedianya Data Base UMKM yang valid
berdasarkan jenis usaha persub sektor

Fasilitasi Pengembangan  Usaha

Kecil Menengah

Meningkatkan kemampuan /SDM  UMKM
yang bergerak pada produk unggulan
daerah, meningkatkan volume usaha dan
pendapatan  pelaku  KUKM  dibidang
perdagangan dan perindutrian,
meningkatkan pemasaran KUKM produk
unggulan daerah

selaras dengan renstra

Pembinaan dan Peningkatan
Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro
Kecil Menengah (DAK)

Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM dan
pengurus koperasi,

selaras dengan renstra




Lampiran 1

Fasilitasi bagi Industri Kecil dan
Menengch Terhadap Pemanfataan
Sumber Daya.

Meningkatnya mutu produk IKM melalui|selaras dengan renstra

sertifieasi halal dan legalisasi / paten merk

serta standarisasi kandungan produk melalu
uji laboratorium

Pembinaan Industri Kecil dan
Menengah daolam Meperkuat
Jaringan Klaster Industri

Meningkatnya omset dan skala usaha IKM|selaras dengan renstra

Kergjinan melalui kegiatan promosi dan

pameran serta Pembinaan dan Pelatihan.

Pembinoan dan Pengawasan
Industri Kecil dan Menengah

Peningkatan kualitas industri kecil dan
Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan
melalui upaya diagnosa dan analisas
permasalahan IKM serta memberikan solusi
yang efektif terhadap permasalahan —
permasalahan tersebut.

selaras dengan renstra

Tersedianya Data Industri Kecil dan
Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan

selaras dengan renstra

Penumbuhan dan Penataon Sentra-
Sentra Industri Unggulon

Menguatkan sentra - sentra industri yang ada
don menumbuhkan kelompok industri yang
sejenis dalam satu wilayah melalui bimbingan
teknis manajermen industri bagi kelompok
IKM

selaras dengan renstra




Lampiran 1

1 2 3 4 5
10 |Peningkatan Sistem dan Jaringan Terlaksananya pemantauan terhadap
Informasi Perdagangan hetersediaan kebutuhan bahan pokok dan

bahan kebutuhan penting lainnya

Tersedianya Data Base Perdagangan yang

valid
1t |Pengoamanan dan Pengelolaan Terlaksananya Penatoan dan  pengelolaon
Pasar pasar
12 |Pembangunan Pasar Dalam Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam  {selaras dengan renstra
Kabupaten Pesisir Selatan Kaobupaten Pesisir Selatan

13 |Peningkaotan Pasar Nagari Dalam  [Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam |selaras dengan renstra

Kabupaten Pesisir Selatan Kobupaten Pesisir Selatan

14 |Peninghatan Pengawasan Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar |selaras dengan renstra
Peredaran Barang da lasa kebutuhan masyarakat

15 |Operasionalisasi dan Pengembangan Terlaksananya Penagihan Retribusi Pasar selaras dengan renstra
UPT Kemetrologian Daerah melalui Mantari Pasar

16 |Pemantauan Harga dan Operasi Terlaksananya Penataan dan pengelolaan selaras dengan renstra
Pasar pasar

Catatan:

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko

3. Kelom 3 berisi uraian tentang tujuan ataas kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko

4. Holom 4 berisi uraian tentang keselarasan tujuan kegiotan dengan tujuanisasaran diatasnya (strategis)



ANALISES RISINO

SHPD) Dinas Keperasl UMNM, Perdugsngan don Perindustrion Kabupoten Peihily Selatan

yang valid berdasarkan jenis
usaha persub sektor

memberikan informasi tentang
usahanya kerena UMKM tsb takut
ralau hal ini oda hubunganrya dengan
perpajakan dan oda juga yang
sebahagian menuntut utk diberikan
bantuan modal wsaha dari pemerintah

hal ini aken berhubungan dengan
perpajakan

akurat

Sheor
No | Tajwan yang didemtifivas! |Pernyatoan Risike Pewmilik Ristho Penyebak Dampak pade Capatan Kemunghings | _1E% | Totedsker
Tujuam Dawmpak {Tx%)
teviadi
1 2 3 4 5 6 7 B 9
1 Meninglkatnya pemahaman| Tingkat pendidikan Pengurus Koperasi - | Kasi Kelembagaon dan Ketika adanya pemilihan pengurus | peserta belum memahami 3 4 12
Pengurus HKopercsi  mengenai|yang datang rendsh Usaha Koperasi kopercsl, masalah pendidikan sering |rmateri yang disampaikan
tentang nilai, norma dan prinsip- diabaikan marasumber sahingga koperasi-
prinsip koperasi. hoperasi belum bsa memyatikran
laparan kevangan yang balk
2 Meningkatkan pembinaan, dan |Seteloh dilakukan pembinaan dan Kasi Permodakan, Tingkat pendidikan pengurus rata- [Kemampuan SDM 2 2 4
pengawasan koperasi serta pengawosan, sosialisasi dan bimtek, Pengawasan, Permodakan |rata dibawaoh SLTA Pengurus/Pengawas/Pengelola
memberikan penghargaan tidak semua peserta menerapkan basil - [dan Perindungan massih rendah, sehingea belum
terhadop koperasi berprestasi bimtek tersebut Koperasi mampu untuk menyusun S0P,
SOM, ART, Persus,
Meninghatkan kegalitas izin usaha Kezsi Permiodalan, Belum adanya sosialsasi Kemampuan SDM 3 3 9
simpan pinjam koperasi Pengauxsan dan Permenkop no. 9 tahun 2018 Pengurus/Pengauwas/Pengelola
Perlindungan Kopearesi tentang pembinaan dan masih rendah, sehingga belum
pemyelenggaraan koperasi mampu untuk menyusun SOP,
SOM, ART, Persus.
3 Meningkatkannya kemitraan Sebagian pelaku UMKM yang di kirim  jKasi Usaha Mikro Kecil don sebahagian UMKM tidak termotifasi | Tidak tercapainya tujuon secara 1 1 1
UMHKM dengan swasta dan mengikutiPelatihan tidsk sesuai dengan [Menengch harena tidak mendatangkan maksimal
BUMN, Terinformasikon dan pelaku UMKM yang sudah didata f monfaat secara langsung
terfasilitasinga UMKM dalam diidentifilkasl sehinga tidak tercapainya
memperoleh permodalan, sesaran dalom meningkatkan Ropasitas
Tersosialisasikannya informasi SDM pelaku  UMKM dalam
permodalan bagi UMKm mengembangan usaha.
Tersedianya Data Base UMKM [ Sebagian UMKM tidak mau Pelaku UMKM beranggapan kalou |Validasi data betum sepenuhinga 2 2 4




.

Meningkatkan kemampuan
{SDM UMKM vang bergerah
pada produk unggulan daerah,
meningkatkan volume usaha
dan pendapatan pelaku KUKM
dibidang perdegangan dan
perindutrian, meningkatkan
pemasaran KUKM produk
unggulan daerah

dan rendahnya kualitas produk
sehingga produk unggukan doerah
Kabupaten Pesiir Selatan kurang
direnal di tingkat nasional maupun
internasionc)

Rendahnya produktifitas, nilai tambah

Kesi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah

Hurangnya motheasi pelaku UMKM
dakam mengembarkgkan usaha
(meningkatkan produktivites, nilai
tambah dan kualtas produlk)

kurang berkembangnya dan
dikenalmpa produk unggulan
doerah

Meningkatkan kemampuan
1SDM UMKM dan pengurus
Roperasi,

koperasi untuk mengikuti pelatiban.

rRendahnya motivasi UMKM dan pengurus

Kasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah

UMEKM dan pengurus koprasi
menganggap pelatihan tidak
berdampak dan mendatangkan
manfaat secara langsung bagi
mareka

Tujuan kurang tercapai

Meningkatnya  mutu

melalui wji laboratorium

produk
KM melalui sertifikeasi halal don
legalisasi | paten merk serta
standarisasi Randungan produk

IKM tidak korsisten menerapkan
standar mutu produk dan proses
produksi yang telah ditetapkan oleh
LPPOM MU! dan Baristand maapun
Kemenkumbharm

Pelaku wsaha dan Kasi
Pangembangan Sumber
Daya Manusia industri

Belum optirmalnya Permbinaan dan
Pekatitan terhadap pelaku usaha

Legalisasi dan sertifikasi produbk
IMM jadi tidak efektif dakam
meningkatkan mutu produk

Meningkatnya omset dan skaks
usaha IKM Kergjinan melalui
Regiatan promasi dan pameran
serta Pembinaan dan Pelatibwn.

IKM tidak bertahan lkama dan tidak
mampu bersaing dipasar produk
herajinan ditingkat nosional maupun
internasional.

Pelaku wsaha dan Kesi
pengembangan teknologi
industri

Teknologi { peralatan yang
digunakan belum optimal

Omset IKM dan skala usaha
tidak meningkat rmelalui
premosii pameran dan pelatihan
Dekranasda

Produk yang kurang inovasi serta
pola pikir petaku IKM yarkg belum
memabarml pentingmya tahap
promeosi mengakibatkan kurang
optirmalnya bantuan promoesi yang
diberikan

- Belum optimalnya Pembinaan
dan Pelatihon terhodap pelaku
usaha




Peningkatan kualitas industri
kecil dan Menengah di
Kabupaten Pesisir Selatan
melalui upaya diagnosa dan
analisas permasalahan IKM serta

|memberikan solusi yang efektif

Metode pembinaan dan pengawasan
yang diberikan tidak efektif bagi IKM di
kab. Pesisir Selatan

Pelaku IKM

Kurangnya pengetahuan pelaku
IKM mengenai standar produksi
dan kualitas produk yang baik dan
bernilai tinggi

Kasi Pengendalian dan
pengawasan industri

Kurangnya personil yang terampil
mengakibatkan kurang optimalnya
pembinaan dan pengawasan

Kualitas IKM, pelaku IKM serta
produk IKM tidak meningkat

Tersedianya Data Industri Kecil
dan Menengah di Kabupaten
Pesisir Selatan

Data IKM yang tersedia tidak valid/
tidak akurat

Kasi Pengendalion dan
pengawasan industri

Tidak terdatanya seluruh IKM yang ada

- IKM tumbuh sendiri dan
kurangnya koordinasi dengan dinas

- Lokasi IKM tersebar

Tidak tersedianya Data Base
IKM yang akurat

9 Menguatkan sentra - sentra Sentra tidak bertahan lama dan Pelaku IKM dan Kasi Kelompok IKM berlum terorganisir  |Stag-nya pertumbuhan
industri yang ada dan penyelenggaraan sentra nantinya tidak |Pengembangan Sumber |dengan baik kelompok dan sentra IKM
menumbuhkan kelompok sesuail dengan ketentuan vang berlaku | Daya Manusia Industri unggulan serta tidak tertatanya
industri yang sejenis dalam satu Lokasi beberapa IKM unggulan dan | gengan baik kelompok dan
wilayah melalui bimbingan berpotensi yang menyebar serta | sentra IKM yang sudah ada
teknis manajemen industri bagi belum berbentuk kelompok
kelompok IKM

10 |Terlaksananya pemantauan Banyaknya pedagang yang enggan Kasi Perdagangan Dalam |pedagang menganggap dengan Tidak optimalnya data
terhadap ketersediaan memberikan data stok barang dan Luar Negeri dilakukan pendatan berdampak | ketersediaan kbutuhan bahan
kebutuhan bahan pokok dan  |kebutuhan bahan pokok negatif terhadap mereka pokok
bahan kebutuhan penting
lainnya
Tersedianya Data Base Tidak maksimalnya data yang Kasi Bina Pasar kurangnya SDM untuk melakukan |Tidak tercapainya target dalam
Perdagangan yang valid dikumpulkan pendataan pendataan kondisi pasar

1 Terlaksananya Penataan dan Perlunya kejujuran dan aktivitas Kasi Bina Pasar Adanya tempat yang tidak Tidak tercapainya target PAD
pengelolaan pasar Mantari Pasar dalam melakukan memadai (rusak), keamanan dan  |sebagaimana yang telah

penagihan retribusi petak / kios dan kebersihan pasar ditetpkan

pelataran terhadap pedagang

tidak jalannya fungsi pengelola pasar Kasi Bina Pasar Rendahnya kompensasi/gaiji Tidak optimalnya pengelolaan
pengelola pasar pasar

12 |Meningkatkan kualitas sarana|Sulitnya melengkapi sarana prasarana  |Kasi Bina Pasar Terbatasnya anggaran untuk Tidak tercapainya sasaran
pasar dalam Kabupaten Pesisir| pasar dengan standar SNI melengkapi sarana prasarana pasar |strategis dinas dalam
Selatan dengan standar SNI menciptakan pasar rakyat

13 |Meningkatkan kualitas sarana|Sulitnya melengkapi sarana prasarana  |Kasi Bina Pasar Terbatasnya anggaran untuk Tidak tercapainya sasaran
pasar dalam Kabupaten Pesisir|pasar dengan standar SNI melengkapi sarana prasarana pasar |strategis dinas dalam
Selatan dengan standar SNI menciptakan pasar rakyat

14 |Terlaksananya Pengawasan Pedagang merasa kurang senang ketika |Kasi Perlindungan pedagang menganggap dengan Tidak optimainya data barang
Barang Beredar kebutuhan tim melakukan pengawasan barang Konsumen dilakukan pendatan berdampak | barang yang tidak layak edar
masyarakat beredar negatif terhadap mereka

15 |Tersedianya kelengkapan bahan|Tidak dapat dilaksanakannya operasi  |Kasi Perlindungan Masih kurangnya persyaratan Tidak tercapainya target operasi
untuk keperluan operasional Terra Ulang bagi pedagang Konsumen untuk pelaksanaan operasional perlaksanaan operasional terra
Kemetrologian Terra Ulang ulang pada tahun 2017




Tenedianya data
perkembangan harga
kebutuhan bahan pokok

Tidak samanya harga jual oleh
Pedagang dengan alasan harga pokeok
pembelian dan onglkos angkut

Kexsi Perdagangan Dalam
dan Luar Negeri

Asal dan tempat pembelion barang
serta kualitas yang berbeda

Tidak diperclehnya harga
tunggal untuk mesing-masing
jenis barang




RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

SKPD :Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

valid berdasarkan jenis usaha persub
sektar

informasi tentang usahanya kerena
UMKM tsb takut kalau hal ini ada
hubungannya dengan perpajakan dan ada
Juga yang sebahagian menuntut utk
diberikan bantuan modal usaha dari
pemerintah

harus dilengkapi UMKM

kepada pelaku
UMEMdisetiap
Nagari/Kecamatan se
Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan

No Tujuan yang dildentifikasi Pernyataan Risiko Peng;:?:;i::aya"g Pengendalian yang sudah ada Eremm;a:n';e:::ndaha“ Pengen;:::::zgg f masih Per;:‘::'lvgagbung PeI:ka:;uaan
1 2 3 4 3 ] 7 8 9
1 |Mmeningkatnya pemahaman PengurusiTingkat pendidikan Pengurus Koperasi Harus ada aturan yang Quesioner kepada pengurus Cukup efektif Surat pernyataan bahwa Bidang Koperasi dan Tahun 2020
Koperasi mengenai tentang nilai, iyang datang rendah mensyartakan bahwa koperasi tentang kriteria calon paserta sesuai dengan UMEKM
norma dan prinsip-prinsip koperasi. pengurus koperasi peserta sosialisasi kriteria yang diminta
berpendidikan minimal SLTA
2 |Meningkatkan kepatuhan Pengurus  |Setelah dilzkukan pembinaan melalui Mengadakan pelatihan Melaksanakan bimtek dan Cukup efektf Penambahan personit Kepalz Dinas Tahun 2020
dan Pengawas Koperasi terhadap pengawasan, bimbingan teknis dan pemisahan neraca, sosialisasi tentang Peraturan permnbina koperasi yang
Peraturan - peraturan tentang soslalisasi terhadap koperasi, tidak semua |sosialisasi Surat [zin Usaha]Pengawasan Koperasi, Bimtek cakap, ulet dan memaharni
perkeperasian. peserta yang menerapkan hasil dari Simpan Pinjam dan Penilaian Kesehatan Usaha laporan keuangan
pembinaan yang telah dilaksanakan pengawasan secara Simpan Pinjam Koperasi,
tercebut. berkelanjutan serta melakukan pengawasan
menerapkan aturan dan  |koperasi.
sanksi
Meningkatkan legalitas izin usaha Masih banyaknya KSP/USP-Koperasi yang [Sosialisasi lzin Usaha Menyurati Pengurus Cukup efektif Monev lzin Usaha Simpan  |Bidang Koperasi Tahun 2020
simpan pinjam koperasi memiliki 1zin Usaha Simpan Pinjam Stmpan Pinjam Koperasi Pinjam Koperasi dan UMKM
Koperasi
3 |Meningkatkannya kemitraan UMKM |Rendahnya motivasi UMKM untuk Dilampirkan kriteria calon | Dilampirkan kriteria calon peserta Cukup efektif tMemberikan pembinaan dan |Pejabat Pelaksanan |Januari s/d Desember
dengan swasta dan BUMN, mengikuti temu mitra dan sosialisasi. peserta yang akan yang akan mengikuti temu mitra penyuluhan baik formal Kegiatan 2020
Terinformasikan dan terfasilitasinya  |Kurangnya minat/motivasi UMKM dalam  [mengikuti temu mitra dan  |dan sosialisasi, serta kriteria calon maupun informal serta
UMKM dalam memperoleh memberikan informasi usahanya sehingga |sosialisasi, serta kriteria debitur KUR me{akukan pendekatan
permodalan, Tersosialisasikannya datanya tidak memenuhi syarat untuk calon debitur KUR secara persuasif kepada
informasi permodalan bagt UM¥Xm  |diinput keaplikasi SIXP-KUR Pelaku UMKM
Tersedianya Data Base UMKM yang  |Sebagian UMKM tidak mau memberikan Werifikasi data Dibuatkan format isian data yang Cukup efektif Sosialisasi pendataan UMKM |Pejabat Pelaksanan [Januari s/d Desember

2020




. . . - Pengendalian yang . Efektivitas Pengendalian (Pengendalian yang masih|  Penanggung Waktu
No Tujuan yang dildentifikasi Pernyataan Risiko Harus ada Pengendalian yang sudah ada yang ada dibutuhkan [awab Palaksanaan
1 2 3 4 5 G 7 8 9
4 |Meningkatkan kemampuan /SOM  |Rendahnye produbtifitas, nilai tambah | Identifikasinga UMK |dentifikasinya UMKM pengelola Cukup efaktif Sosialisasi pengembangan | Pejabat Pelaksanan [Januari s/d Desember

UMKM yang bergerak pada produk
ungyiutan deerah, meninglkatkan
volume usaha dan pendapaton
pelobu KUIKM dibidang
perdogangon dan perindutricn,
meninglkatkan pernasaran HUKM
produb: unggulan daerah

dan rendahnya kualitas produk sehinggo
produk unggulan daerah Kebupaten
Pesisir Selaton hurang dikenal di tinglat
nasional maupun intermasionat

pengelola Produk Unggulan
Daerah yang akan
dikembangkan dengan
pendekatan OVOP melalui
wadah koperasi

Produk Ungpulan Daerah yang
akan dikembangkan dengan
pendekatan OVOP melalui wadah
koperasi

produk unggulan daeragh
terhadap pelaku UMKM
pengelola produk unggulan
disetiap Nagari/Kecamatan

Kegiatan

2020

Meningkatkan kemampuan [SCM
UMEM dan pengunus koperasi,

Sebagian pelaku UMKM dan pengurus
koperasi yang di kirim mengikutiPelatinan
tidak sesuai dengan pelaku UMKM yang
sudah didata / diidentifikasi sehinga tidak
tercapainya sasaran dalam meningkatkan
kapasitas SO pelaku  UMKM dalam
mengembangan usaha dan pengurus
koperasi dalam mengembangkan usaha
koperasi

Dilampirkan kritena calon
peserta yang akan
mengikuti pelatihan,

Dilampirkan kriteria calon peserta
yang akan mengikuli pelatihan.

Cukup efektif

Mernberikan pembinaan dan
penyuiuhan baik formal
maupun informal serta
melakukan pendekatan
secara persuasif kepada
Pelaku UMKM dan pengurus
koperasi

Bidang Koperasi dan
UMEM

Januari 5/d Desember
2020

6 |Meningkatnya mutu produk IKM IKM tidak konsisten menerapkan standar|Pengawasan tentang Pangawasan dan pembinaan yang Belumn Efektif Pengawasan tentang standar |Pejabat Pelaksana  |Januari $/d Desember
melalui sertifikasi halal dan legalisast |mutu produk dan proses produksi yang|standar preduksi yang baik  |berkelanjutan produksi dan produk yang  |Kegiatan 2020
/ paten merk serta standarisasi telah ditetapkan oleh LPPOM MU dan baik serta pemahaman
kandungan produk melalui uji Baristand maupun Kemenkumham tentang pentingnya legalitas,
laboratorium standarisasi dan sertifikasi
produk
7 Meningkatnya omset dan skala 1%M tidak bertahan lama dan tidak Pengukuran tingkat omset  |Pengawasan dan pembinaan yang Cukup efektif Pengembangan klaster Pejabat Pelaksana  [Januari sfd Desember
usaha tKM Kerajinan melalui kegiatan|mampu bersaing dipasar produk kerajinan [dan skala usaha sebelum berkelanjutan Ingustri kerajinan ungguian  |Kegiatan 2020
promosi dan pameran serta ditingkat nasional maupun internasional. [dan setelah dilakukan
Pembinaan dan Pelatihan pelatihan dan promosi
8 [Peningkatan kualitas industri kecil Metode pembinaan dan pengawasan yang |Adanyalaporan Diagnosa dan analisa permasalah Cukup efektif Pengembangan KM Pejabat Pelaksana | Januari s/d Desember
dan Menengah di Kabupaten Pesisir |diberikan tidak efektif bagi IKM di kab. perkembangan (KM, KM potensial melalui fasilitasi  |Kegiatan 2020
Selatan melalui upaya diagnosa dan  |Pesisir Selatan sebelum dan sesudah pernasaran dan standarisasi
analisas permasalahan IKM serta pembinaan proses produksi
memberikan solusi yang efektif {peningkatan kualitas
terhadap permasalahan — melalui perhaikan cara
permasalahan tersebut. berproduksi yang baik)
Tersedianya Data Industri Kecil dan | Data IKM yang tersedia tidak valid/ tidak  {Pendataan yang melibatkan |Melakukan pendataan langsung Tidak efektif Pendanaan yang cukup dan  |Pejabat Pelaksanan | Januarl s/d Desember

Menengah di Kabupaten Pesisir

Calatan

akurat

stakeholder [ Kecamatan

Aur Masari catarmnath dalaee

kelapangan

penambatian personil

Harean malihatlan colurnhb

Kegiatan

020




yang memiliki sertifikat PPNS

Kegiatan

Pengendalian yang Efektivitas Pengendalian |Pengendalian yang masih(  Penanggung Waktu
i d
No Tujuan yang dildentifikasi Pernyataan Risiko P Pengendalian yang sudah ada yangada dibutuhkan Jawab ekt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
—rererrrrT T TS T T T T TS T
Tidak terdatanya seluruh IKM yang ada pendataan IKM ctakeholder (IKM,
Kecamatan dan Nagari)
9 |Menguatkan sentra - sentra industri Sentra tidak bertahan lama dan Efektifitas penguatan sentra |Telah terbentuknya beberapa Cukup efektif Fasilitasi kegiatan Penataan |Pejabat Pelaksana Januari s/d Desember
yang ada dan menumbuhkan penyelenggaraan sentra nantinya tidak dan kelompok IKM yang kelompok Industri dan sentra yang dan Penumbuhan kelompok |Kegiatan 2020
kelompok industri yang sejenis|sesuai dengan ketentuan yang berlaku berpotensi sebagai sentra  |sudah berlegalitas IKM/ sentra melalui
dalam  satu  wilayah  melalui melalui pembinaan yang keterlibatan seluruh pihak
bimbingan teknis manajemen berkelanjutan yang terkait, di tingkat
industri bagi kelompok IKM kecamatan maupun nagari
10 |Terlaksananya pemantauan terhadap|Banyaknya pedagang yang enggan Pengawasan dan Pemantauan berkala Cukup Efektif Pengawasan dan Pejabat Pelaksana  |lanuari s/d Desember
ketersediaan kebutuhan bahan memberikan data stok barang kebutuhan |pemantauan yang pemantauan yang Kegiatan 2020
pokok dan bahan kebutuhan penting bahan pokok berkelanjutan berkelanjutan
lainnya
Tersedianya Data Base Perdagangan |Sebagian Pedagang tidak mau Pendataan yang melibatkan |Melakukan pendataan langsung Tidak efektif Pendanaan yang cukup dan |Pejabat Pelaksanan | Januari s/d Desember
yang valid memberikan informasi tentang omset stakeholder ( Kecamatan  |kelapangan penambahan personil Kegiatan 2020
perdagangannya kerena pedagang tsb dan Nagari setempat) dalam dengan melibatkan seluruh
takut kalau hal ini ada hubungannya pendataan IKM stakeholder (IKM,
dengan perpajakan dan ada juga yang Kecamatan dan Nagari)
sebahagian menuntut utk diberikan
bantuan modal usaha dari pemerintah
11 |Terlaksananya Penataan dan tidak jalannya fungsi pengelola pasar Dilakukan pengawasan terhadap Cukup Efektif Pengawasan terhadap Pejabat Pelaksana |Januari s/d Desember
pengelolaan pasar Dilakukan evaluasi pegelola pasar pelaksanaan kegiatan Kegiatan 2020
terhadap pengelola pasar
12 |[Meningkatkan kualitas sarana pasar|Sulitnya melengkapi sarana prasarana Melakukan perencanaan Melengkapi sarana prasarana agar Cukup Efektif Pengawasan terhadap Pejabat Pelaksana  [lanuari s/d Desember
dalam Kabupaten Pesisir Selatan pasar dengan standar SNI untuk melengkapi sarana  |terpenuhinya standar SNI pelaksanaan kegiatan Kegiatan 2020
prasarana agar
terpenuhinya standar SNI
13 [Meningkatkan kualitas sarana pasar|Sulitnya melengkapi sarana prasarana Melakukan perencanaan Melengkapi sarana prasarana agar Cukup Efektif Pengawasan terhadap Pejabat Pelaksana  |Januari s/d Desember
dalam Kabupaten Pesisir Selatan pasar dengan standar SNI untuk melengkapi sarana  |terpenuhinya standar SNI pelaksanaan kegiatan Kegiatan 2020
prasarana agar
terpenuhinya standar SNI
14 |Terlaksananya Pengawasan Barang |Pedagang merasa kurang senang ketika |Peningkatan kontrol Melakukan pengawasan barang Januari s/d Desember
Beredar kebutuhan masyarakat tim melakukan pengawasan barang pengawasan terhadap beredar setiap bulannya, 2020
|beredar barang beredar yang
: L Meningkatkan pengawasan .
dipasok oleh Distributor Cukup Efektif den mengihat sertaken s [TH% Pelakenn




Pengendalian yang Efektivitas Pengendalian |Pengendalian yang masih| Penanggung Waktu
P
No Tujuan yang dildentifikasi Pernyataan Risiko Haras ads engendalian yang sudah ada yangada Sibatakins Jawab volshasnsan
1 2 3 4 5 ] 7 B 9

15 |Tersedianya kelengkapan bahan Tidak dapat dilaksanakannya operasi Terra|Dipenuhinya kelengkapan |Melengkapi peralatan operasional Cukup Efektif [Melengkapi peralatan Januari s/d Desember

untuk keperluan operasional Ulang bagi pedagang alat kebutuhan operasional |kebutuhan Terra Ulang operasional dan peningkatan 2020

Kemetrologian Terra Ulang Som Pejabat Pelaksana

Kegiatan
16 |Tersedianya data perkembingan Tidak san::nya harga jual:l c:eh Pedagang Adanya penetapan harga |Melakukan pembinaan kepada I In— Januari s/d Desember
Fharsa kebutuhan bahan pokok dengan : a0 h:m pokok pembelian maksimum sesuai jenis pedagang yang menaikkan harga Cukup Efektif monn:ri ph:r 3 . Ke aiatan e 2020
G OREROS angrl barang kebutuhan pokok  |diatas kewajaran NG Mg e




INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SKPD : Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
No Tujuan yang Diidentifikasi Pengendalian Yg Direncanakan Bentuk/ Sarana Komunikasi Penyedia Informasi Penerima Informasi | Waktu Pelaksanaan
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya pemahaman Pengurus Koperasi|Surat pernyataan bahwa peserta sesuai surat Bidang Koperasi dan UMKM Pengurus Koperasi Mei 2020
Imengenai tentang nilai, norma dan prinsip-prinsip|dengan kriteria yang diminta
Jizr.nperasi.
2 Meningkatkan kepatuhan Pengurus dan Mengadakan pelatihan pemisahan neraca|surat, kunjungan langsung, pertemuan, Bidang Koperasi dan UMKM Pengurus Koperasi April dan Juni 2020
Pengawas Koperasi terhadap Peraturan - dan pengawasan secara berkelanjutan serta|telepon, email, whatsapp dan media sosial
peraturan tentang perkoperasian. menerapkan aturan dan sanksi lainnya
Meningkatkan legalitas izin usaha simpan Mengadakan sosialisasi 1zin usaha Simpan|surat, kunjungan langsung, pertemuan, Bidang Koperasi dan UMKM Pengurus Koperasi April s/d Agustus 2020
pinjam koperasi Pinjam Koperasi telepon, email, whatsapp dan media sosial
lainnya
3 Meningkatkannya kemitraan UMKM dengan Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik |surat, kunjungan langsung, pertemuan, Bidang Koperasi dan UMKM Masyarakat Pelaku Usaha | Januari s/d Desember
swasta dan BUMN, Terinformasikan dan formal maupun informal serta melakukan telepon, email, whatsapp dan media sosial Mikro, Kecil dan 2020
terfasilitasinya UMKM dalam memperoleh pendekatan secara persuasif kepada Pelaku lainnya Menengah
permodalan, Tersosialisasikannya informasi UMKM
permodalan bagi UMKm
Tersedianya Data Base UMKM yang valid Sosialisasi pendataan UMKM kepada pelaku  [surat, kunjungan langsung, pertemuan, |Kooordinasi Wali Nagari, Masyarakat Pelaku
berdasarkan jenis usaha persub sektor UMKMdisetiap Nagari/Kecamatan se telepon, email, whatsapp dan media Camat dan Dinas Koperasi, |Usaha Mikro, Kecil dan .
Kabupaten Pesisir Selatan sosial lainnya UMKM, Perdagangan dan Menengah Januari s/d Desember
Perindustrian 2020
4 Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM yang|Sosialisasi pengembangan produk unggulan  |surat, kunjungan langsung, pertemuan,  |Bidang Koperasi dan UMKM |UMKM Calon Penerima
bergerak pada produk unggulan daerah,|daerah terhadap pelaku UMKM pengelola telepon, email, whatsapp dan media sosial Bantuan, Pihak Rekanan
meningkatkan volume usaha dan pendapatan|produk unggulan disetiap Nagari/Kecamatan |[lainnya Januari s/d Desember
pelaku KUKM dibidang perdagangan dan 2020
perindutrian, meningkatkan pemasaran KUKM
produk unggulan daerah
s Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM dan|Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik | kunjungan langsung, pertemuan, telepon, |Bidang Koperasi dan UMKM Masyarakat Pelaku Usaha
pengurus koperasi, formal maupun informal serta melakukan email, whatsapp dan media sosial lainnya Mikro, Kecil dan Januari s/d Desember
pendekatan secara persuasif kepada Pelaku Menengah 7

UMKM dan pengurus koperasi

2020




6 Meningkatnya mutu produk KW melalui sertifikasi |Pengawasan tentang standar produksi dan surat, kunjungan langsung, perternuan, Dinas Koperasi, UMKM, 1K™, LPOM-MIJI,
halal dan legalisasi / paten merk serta standarisasi |produk yang baik serta pemahaman tentang telepon, email, whatsapp dan media sosial Perdagangan dan Baristand,
kandungan produk melalui uj laboratorium pentingnya legalitas, standansas dan sertifikasi|lainnya Perindustrian (bidang Kemenkumham, Pihak  jJanuari s/d Desember
produk Perindustrian} Terkait 2020
7 Meningkatnya omset dan  skala usaha IKM|Pengembangan klaster Industri kerajinan surat, kunjungan langsung, pertemuan,  |Dinas Koperasi, UMKM, Dinas Koperasi, UMKM,
Kerajinan melalui kegiatan promosi dan pameran ungeulan telepon, email, whatsapp dan media sosial Perdagangan dan Perdagangan dan
serta Pembinaan dan Pelatihan lainnya Perindustrian (bidang Perindustrian (bidang | januari s/d Desember
Perindustrian/ Delranasda) |Perindustrian) dan IKM 2020
8 Peningkatan kualitas industri kecil dan Menengah [Pengembangan KM potensial melalui fasilitasi [surat, kunjungan langsung, pertemuan,  |Dinas Koperasi, UMKM, [KM
di Kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya pemasaran dan standarisasi proses produksi  |telepon, email, whatsapp dan media sosial| Perdagangan dan Januari s/d Desember
diagnasa dan analisas permasalahan IKM serta {peningkatan kualitas melalui perbaikan cara  |lainnya Perindustrian (hidang ’ 2020
memberikan solusi yang efektif terhadap berproduksi yang baik) Perindustrian)
nermasalahan = nermasalahan tercehnt
Tersedianya Data Industri Kecil dan Menengahdi  |Pendanaan yang cukup dan penambahan|surat, kunjungan langsung, pertemuan, Dinas Koperasi, UMKM, IKM, OPD yang
Kabupaten Pesisir Selatan personil  dengan  malibatkan seluruh|telepon, email, whatsapp dan media sosial Perdagangan dan membutuhkan, Januari s/d Desember
stakeholder (IKM, Kecamatan dan Nagari) lainnya Perindustrian (bidang perindag Provinsi, BPS, |’ 2070
Perindustrian) Kementerian
Perindustrian
] Menguatkan sentra - sentra industri yang ada dan]Fasilitasi kegiatan Penataan dan penurnbuhan [surat, kunjungan langsung, pertemuan, Dinas Koperasi, UMKM, OPD terkait, masyarakat
menumbubkan kelompok industri yang sejenis kelompok IKM/ sentra melalui keterhibatan telepon, email, whatsapp dan media sosial| Perdagangan dan pelaku KM Januari s/d Desember
dalam satu wilayah melalui bimbingan teknis|seluruh pihak yang terkait, di tingkat lainnya Perindustrian (bidang ' 2020
manajemen industri bagi kelompok KM kecamatan maupun nagari Perindustrian)
10 Terlaksananya permantauan terhadap ketersediaan |Pengawasan dan pemantauan yang Dinas Koperasi, UMKM
kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan berkelanjutan Menghubungi dan memantau lansung ke Perdagangan d}an Perin}dustrian Masyarakat dan Pemilik [Januari s/d Desember
penting lainnya lokasi Kab_Pesisir Sefatan UMKM / IMKM 2020
Tersedianya Data Base Perdagangan yang valid pendanaan yang cukup dan penambahan melakukan pendataan Langsung Kooordinasi Mantari Pasar, Masyarakat Pedagang
persenil dengan melibatkan selurubh Wali Nagari, Camat dan Dinas  |dilokasi Pasar Januari s/d Desember
stakehalder Koperasi, UMKM, Perdagangan 2020
dan Perindustrian
11 Terlaksananya Penagihan Retribusi Pasar melalui Dilakukannya pengurangan petak toko / kios Dinas Koperasi, UMKM Mantari Pasar, Kemanan
Mantari Pasar yang rusak atau koseng dalam target retribusi Karcis { barang kuasi ), kwitansi/ Perdagangan d’an Perin’dustrian pasar, Walinagari, Camat, | Januari s/d Desember
pembayaran dan Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan 2020
Daerah
Terlaksananya pengelolaan dan pengamanan pasar |Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan  |Pemantauan fangsung o i Mantari Pasar, Kemaran
inas Koperasl, UMKM’  lpasar, Walinagari, Camat, {,Januari s/d Desember
Perdagangan dan Perindustrian
dan Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan 2020
Daerah
12 Meningkatkan kualitas  sarana  pasar dalam|Mefakukan perencanaan untuk melengkapi Koordinasi dan mengajukan usulan Dinas Koperindg, Bappeda, Masyarakat, walinagari,
Kabupaten Pesisir Selatan sarana prasarana agar terpenuhinya standar  |melalui KUA/PPAS. dan Badan Pengelola Keuangan |Camat serta Ninik Mamak|,Janvari s/d Desember

SN

di Kecamatan
bersangkutan

2020




13 Meningkatkan  kualitas Melakukan perencanaan untuk melengkapi Koordinasi dan mengajukan usulan Dinas Koperindg, Bappeda, Masyarakat, walinagari,
Kabupaten Pesisir Selatan sarana prasarana agar terpenuhinya standar  |melalui KUA/PPAS. dan Badan Pengelola Keuangan [Camat serta Ninik Mamak [Januari s/d Desember
SNI di Kecamatan 2020
reanakitan
14 Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar Peningkatan kontrol pengawasan terhadap Surat Edaran Kebutuhan barang sesuai Distributor dan Agen Penyalur |Distributor, Penyalur, Januari s/d Desember
kebutuhan masyarakat barang beredar yang dipasok oleh Distributor |dengan kuota yang telah ditetapkan pengencer dan i 2020
masvarakat
15 Tersedianya kelengkapan bahan untuk keperluan
operasional Kemetrologian Dipenuhinya kelengkapan alat kebutuhan Sosialisasi kepada pedagang tentang Terra Distributor dan Agen Penyalur [Kepala UPTD Metrologi Januari s/d Desember
operasional Terra Ulang Ulang 2020
16 Tersedianya data perkembangan harga kebutuhan |Adanya penetapan harga maksimum sesuai Papan Informasi Harga, Sosialisasi, Media |Dinas Koperasi, UMKM, Masyarakat, Instansi

bahan pokok

jenis barang kebutuhan pokok

Sosial

Kab.Pesisir Selatan

Perdagangan dan Perindustrian

terkait

Januari s/d Desember
2020




DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN

Lampiran ¥V
SKPD :Dinas Koperasl UMKM, Perdagangan dan pPerindustrlan Kabupaten Peslsir Selatan
Pemantauan yang akan digunakan
Metode Pemantauan yan . . S
Ne Tujuan yang Diidentifikasi Uraian Pengendalian YN8 | |nformasi dan kamunikasi ¥ . Korektif
ada ¥ang Diperiukan
Metode Pemantauan Dilakukan Dleh Waktu
1 2 3 4 4 5 & 7 B
1 Meningkatnys pemahaman  Pengurug Mengadakan Pelatihan Akuntansi berbasis Bidang Koperasi dan UMKM  |Sudah ada Pemantauan Berkelanjutan Atasan Langsung 1 kali setahun
Koperasi mengenai Peraturan Perundang-|Komputerisasi Bagi Pengurus/Pengelolz
ungangan  yang  berlaku  tentang Koperasi
perkoperasian
2 Meningkatkan pembinaan, dan|Meningkatkan pembinaan melaluijPengawasan  langsung ke Pengawasan langsung ke|Kahid  Hoperasi  dan|2 kali per koperasi
pengawasan koperasi serta memberikan) pengawasan dan pelatinan-pelatthan koperasi-koperasi koperasi-koperasl UMKM, Kasi beserta staf] per tahun
penghargaan terhadap koperasi
berprestasi
Meningkatkan legalitas izin usaha simpan Mengadakan Soslalisasi Teln Usaha Simpan Monitsring  dan  evaluasi Pemantauan Berkelanjutan Atasan Langsung 1 kall setahun per
pinjarm kaperasi Pinjam Koperasi KSP/USP yang memiliki Izin ke asi
Usaha  Simpan  Pinjam
Koperasih
3 tMeningkatkaneya kemitraan UMKM Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik |Sudah ada Pemantavan barkelanjutan Atasan langsung 1 kalisetahun
derpan swasta dan BLMN, formal maupun informal serta melakukan
Terinfermasikan dan terfasilitasinya pendekatan secara persuasif kepada Pelaku
UMEM dalam memperaleh parmodalan,  |UMERM
Tersosialisasikannya informasi
perrmadalan bagi UMEm
Tersedianya Data Base UMKM yang valid  |Sosialisasi pendataan UMKM kegada pelaky Sudah ada Femantauan berkelanjutan Atasan langsung 1 kalisetahun
berdasarkan jenis usaha persub sektor UMK Mdisetiap Nagari/Kecamatan se
Kabupaten Pesisir Selatan
4 Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM| Sosialisasi pengembangan produk unggulan Sudah ada Pemantauan berkelanjutan Atasan langsung 1 kali setahun
yang bergerak pada produk unggulan daerah terhadap pelaku UMKM pengelola
daerah, meningkatkan volume usaha dan|produk unggulan disetiap Nagari/Kecamatan
pendapatan  pelaku  KUKM  dibidang
perdagangan dan perindutrian,
meningkatkan pemasaran KUKM produk
unggulan daerah
5 Meningkatkan kemampuan /SOM UMKM|Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik|Sudah ada Pemantauan Berkelanjutan Atasan Langsung 1 kali setahun

dan pengurus koperasi,

formal maupun informal

UMEM dan pengurus koperasi

serta  melakukan
pendekatan secara persuasif kepada Pelaku




& Meningkatrys mutu produk IKM melalu Pengawasan tentang standar produksi dan  [Kolaborasi dengan kepdatan | Dinas Koperasi, UMKM, Pemantauan Derkelanjutan Kasi / PPTK bersangkutan |satu kali setefah terbit Pembinaan yang
sertifikasi halal dan legalisasi / paten merk | produk yang haik serta pemahaman tentang pembinaan dan pengawasan|Ferdagangan dan lebih terintegrasi
sarta standarisasi kandungan groduk pentingnya legalitas. standarisas! dan Industri guna memberikan |Perindustrian (bidang dengan OFD lain
melalui uji laboratorium sertiflkasi produk pemahaman bagaimana Perindustrian) melalui yaitu Dinas

cara berproduksi yang baik 15urat, HP /Telp, ¢ mail, Kesehatan, Kantor
dan sesuai standar Whatsapp Pajak, dan Bldan

7 Meningkatnya ormset dan skala usaha IKM Pengengembangan klaster industri kerajinan Pembinaan langsung dan  |Dinas Koperasi, UMKM, Pemantauan Berkelanjutan ¥as / PPTK bersangkutan |8 kali setahun Perlu pembinaan
Kerajinan melalui kegiatar promesi dan unggulan dengan dukungan akuif seluruh keikutsertaan aktif dalam  |Perdagangan dan yang berkelanjutan
pameran serta Pemnbinaan dan Pelatihan stakeholder berbagai pelatihan haik Perindustrian (bidang dan pengawasan

disclenggarakan oleh Binas Perindustrian) melalui yang terfokus
Koperindag Kab. Pessel, HP fTelp, e mall, Whatsapp terhadap
Provinsi Sumbar maupun keberlangsungan
Kementerian Perindustrian usaha kerajinan

8 |Peningkatan kualitas industri kecildan  [Pembinaan yang berkelanjutan Pengawasan yang Dinas Koperasi, UMKM, Pemantaean Berketanjutan Kasi / PPTK bersangkutan [Saat Kunjungan ke |Diperlukannya
Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan berkelanjutan dan lebih Perdagangan dan lokasi upgrade
rmetalui upaya diagnosa dan analisas Tokus pada IKM potensial | Perindustrian [bidang pengetahuan
permasalahan IKM serta memberikan Perindustrian) melalul mengenai teknik dan
salusi yang efektif terhagap permasalahan HP/Telp, e mail, Whatszapp metode pembinaan
— perrnasalahan tersebut. terhadap personel
Tarsedianya Data Industri Kecil dan Pendanaan yang cukup dan penambahan Belum ada Validasi data IKM serta Kasi { PPTK hersangkutan |12 Bulan Koordinasi yang
Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan  [personil dengan melibatkan seluruh verifikas! data [KM di tinghkat lebih aktif dengan

stakeholder {LKM, Kecamatan dan Nagari) Kecamatan kecamatan dan
nagari dalam
memberikan
infarmasi data [KM
Lerif ednn #labal lrrlf

9 Menguatkan sentra - senira industri yang Fasilitasi kegiatan Penataan dan Penulataan dan pembinaan  |Dlnas Koperasi, UMKM, Pernantauan yang lebih fokus Kasi / PPTK bersangkutan |Saat Kunjungan ke Peningkatan
ada dan menumbuhkan kelompok industri| Penumbuhan kelompok KM/ sentra melalui [langsung ke IKM dan Perdagangan dan melalui form perkembangan lokasi pemahaman
yang sajenis dalam satu wilayah melalui keterllbatan selurul pibak yang terkait, dl |validasi data kelompak ke  |Perindustrian Kab Pessel, kelompok |XM untuk kermnudian personek
himbingan teknis manajemen industri bagi tingkat kecamatan maupun hagari Wallnagari setempat Kecamatan, Nagarl dan OPD|dipilih kelompok IKM yang perindustrian
kelompok IKM |ain terkait di kab. Pessel,  |berpotensi sentra dan untuk mengenal sentra

Dinaz Perindag Provinsi kemudian di bentuk Sentra (KM 1KM, kelompok ikKM,
Sumatcra Barat klaster, dll

10 |Terlaksananya pemantauan terhadap Pengawasan dan pemantauan yang Lansung ke Lokasi Sudah ada Mengikuti acara bazar f pameran Kasi / BRTK bersangkutan |Saat Kunjungan ke
ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan |berkelanjutan lokasi
bahan kebutuhan penting lainnya
Tarsedianya Data Base Perdagangan yang Pendanaan yang cukup dan penambahan Sudah ada Pemantauan berkelanjutan Atasan langsung 1 kali setahun
valid personil dengan melibatkan seluruh

stakehaolder

11 |Terlaksananya Penagihan Retribusi Pasar |Dilakukannya pengurangan petak toko / kics  |Lansung ke Lokasi Pasar Sudah ada Lansung ke Lokasi Pasar Kasi / PPTK bersangkutan |Saat Kunjungan ke
melalui Mantari Pasar yang rusak atau kosong dalam target retribusi ltkasi
Terlaksananya pengglolaan dan Peningkatan kontrol pengawasan terhadap Lansurg mengunjugi petugss/|Sudah ada Lansung mengunjugi petugas/ Kasi / PPTK bersangkutan |Saat Kunjungan ke
pengamanan pasar pengelola pasar {mantri, petugas kebersihan pengelola pasar pengelola pasar lokasi

dan petugas keamanan|
12 Menpingkatkan  koalitas  sarana  pasal Mclakukan perencanaan untuk melengkapi Lansung ke Lokasi Sudah ada Lansung ke Lokasi pembangunan  [Kasi f PPTE bersangkutan |Saat Kunjungan ke

dalam Kabupaten Pesisir Selatan

sarana prasarana aga lerpenuhinya standar
S5SNI

pembangunan

lokasi




13 |Meningkatkan kualitas sarana pasar|Melakukan perencanaan untuk melengkapi Lansung ke Lokasi Sudah ada Lansung ke Lokasi pembangunan |Kasi / PPTK bersangkutan |Saat Kunjungan ke

dalam Kabupaten Pesisir Selatan sarana prasarana agar terpenuhinya standar  |pembangunan lokasi
SNI

14 |Terlak 1ya Peng; 1 Barang Peningkatan kontrol pengawasan terhadap Lansung mengunjugi Sudah ada Lansung mengunjugi Distributor / |Kasi / PPTK bersangkutan [Saat Kunjungan ke
Beredar kebutuhan masyarakat barang beredar yang dipasok oleh Distributor | Distributor / Penyalur | Penyalur lokasi

15 |Tersedianya kelengkapan bahan untuk Dipenuhinya kelengkapan alat kebutuhan Lansung ke kantor Metrologi |Sudah ada Lansung ke kantor Metrologi Kasl / PPTK bersangkutan |Saat Kunjungan ke
keperluan operasional Kemetrologian operasional Terra Ulang lokasi

16 |Tersedianya data perkembangan harga  |Adanya penetapan harga maksimum sesuai Lansung kepada Penjual |Sudah ada |Lansung kepada Penjual |Kasi / PPTK bersangkutan |Saat Kunjungan ke
|kebutuhan bahan pokok jenis barang kebutuhan pokok lokasi

iterangan :

1 Kolom 1 Diisi dengan nomor urut

2. Kolom 2 Diisi sesuai Pengendalian yang mengalami penyempuranaan

3. Kolom 3 Cukup jelas

4  Kolom 4 Diisi dengan Atasan/Tim Khusus/APIP

5  Kolom 5 Diisi dengan Pihak/Pejabat yang bertanggungjawab melakukan pemantauan

6  Kolom 6 Cukup jelas

7  Kolom 7 Tindakan yang diperlukan apabila diperiukan penyempurnaan lebih lanjut




